BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR QELTAH{JH 2017

TENTANG

STRUKETUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DIKABUPATEN GUNUNG MAS SERTA DAFTAR ISIAN

Menimbang

Mengingal

INFORMAS]I PUBLIK
BUPATIGUNUNG MAS,

Bahwa untuk Pengelolaan Layanan Informasi dan
Dokumentasi yang balk dan terorganisir perlu
ditetapkan struktur organisasi Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi {(PLID);

Bahwa untuk pelayanan informasi dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah ¥Xabupaten Gunung Mas
maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP} Pelavanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
Undang-Undang Nomor 5 Tahun2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Saruyvan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau. Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Ncgara
Eepublik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846};
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 43, Tambahpn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071 ‘jhE



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Infonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tlelah diubah dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679},

7. Peraturan Pemetrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemcrintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Naerah Kabupaten;/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737},

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3149);

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 lenlang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan  Dekumentasi di  Lingkungan
Kementcrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
245);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Dacrah Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2008 Nomor 93);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik (Lcmbaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2017 Nomor 244};

Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 636 Tahun 2017
Tanggal 14 November 2017 tentang Penunjukan Pejabal
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintal Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISAS]
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DIKABUPATEN GUNUNG MAS SERTA
DAFTAR ISIAN INFORMASI PUBLIK.

Srruktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi (PLID} dan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Gunung
Mas wscbagaimana tercantum dalam Lampiran | dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Untuk memberikan informasi kepada publik menggunakan
Formal Daftar Isian Informasi Publik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bu pati ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan dalain keputusan ini akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kuala Kurun.
PadaTanggal :J-7 Dmgﬂ_ M!a

BUPATI

/

RTON S. DOHOKRG

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala kurun,
2. Imspekiur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Seluruh Organisasi Perangkat DaerahSekabupaten Gunung Mas.
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 681 T Avae 3ot

PANGGAL - 24 DESEMBEE 2err

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DIKABUPATEN
CUNUNGC MAS SERTA DAFTAR ISIAN INFORMAS] PUBLIK

STRUKTUR ORGANISAS! PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN GUNUNG MAS

PEMBINA
Bupati
Wakil Bupati
A
I 1
il PENGARAT TIM PERTIMBANGAN
Sekreiaris Daerah Kabupaten Semua Asisten pada Setda Kabupaten
Gunung Mas Selaku Atasan Gunung Mas, Pimpinan Perangkalt
lr PPID Daerah dan Pejabat vang menangani
N Bidang Hukum
|
|
PPID Utama

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Publik Selaku Ketua FFID

FPID Pembantu
Semua Sekretaris Dinas/Badan /Kantor/Unit
Satuan Kerja dan Kades/Sekdes dan
Lurah/Secklur di Wilayah Kab. Gunung Mas

i
Bidang Bidang Bidang 1 Bidang
i

Pcnduku_ng Pengolahan Pelayanan L
Sckrelariat Data dan Informasi dan Sengketa

PLID Klasifikasi Dokumentasi Informasi
Informasi

A R AN E EEEEmE R

. PEJABAT FUNGSIONAL

BUPATI MAS,

TON S. DOHONG



LAMPIRAN [l KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR  : 631 TAHar 227

TANGGAL  2a NESEmBER #0(F

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMAS! DAN DOKUMENTASI DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DIKABUPATEN GUNUNG MAS SERTA DAFTAR ISIAN INFORMASI PUBLIK

A STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

| NOMOR S0P . 800/ /DKISP-PIP; /2017
TGL. PEMBUATAN

.._._4,.__ L. Emu.._. mUH
.H.mr_ _....__..,_nﬁ.ﬂm.

TAH K40

_._ l..lllll.r..__.._..._f.

AS wﬁzg,#h DANINFORMATIKA, STATISTIK

| KEDPAd
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS . N
o

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DISAHKAN OLEH ) il

y b_—zﬁ....;_ i1
KABUPATEN GUNUNG MAS ) ,.J_____:. :

Campiniall

uﬁ.. M.5

i
P %xﬁ_mwm\ R0 199403 ﬂcs

PERYUSUN pwﬁeﬂmm%\wﬁ EMASI DAN DORKUMENTASI

BIDANC PENGELOLAAN INFOEMASI PURBLIK NAMA SO

PUBLIK,
DASAR TIUKUM : " . KUALIFIRAST PELAKSANA - B . . Tt
1. ..Enﬁ.ﬁ -Undang ZE:E 14 Tehun 2008; 1. Diploma dan m_mH.._.E..ﬁ
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2. BLTA/SMA/Sederajat
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun w.u 10;
5. Peraturan Komisi Infurmasi Nomor 1 Tahun 2010;
6. —.,.Am.EHEH Hﬁoﬁ_._.m.u —.ﬂ?ﬂdﬁﬂ Momor 1 Takun 2013. | ! B S |
KETERKAITAN : - PERALATAN/PERLENGKAPAN : ..
. . 1. Lembar Kerja dan Rencanes Kerja
2. CPU
3. Printer
4.  Alat rulis kanior
2. Jaringsan interne
PERINGATAN : . . . PENCATATAN DAN PENDATAAN :
,uﬁ,mhml.& Operasional k Prosedur ...im.__w dilaksanakan maka dikenakan |- Disimpan dalam bentuk soffcopy dan hardeapy _

sanksi _.am._.,..._\mﬁ _._.WEH atau .ﬁE&E .*..E... alesa secars berjenjang.




dikecualikan oleh setiap orang.

| PELAKSANA PENDUKUNG
KEGIATAN PPID PPID | Atasan : M I
Pembantu | Utama | PPID | KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT |
| Mengumpulkan informasi dan 1. UU No. 14 m
dokumentasi yang berkualitas dan relevan Tahun 2008;
dengan tupoksi masing-masing komponen 2. UU No. 25
di Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2009;
baik yang diproduksi sendiri, . UU No. 23 _
dikembangkan, maupun yang dikirim ke @ Tahun 2013; g aUmH.Eﬂ Informasi
pihak lain, yang berupa arsip statis PP No. 61 UMGM_,M_ an |
| maupn dinamis, arsip aktif maupun arsip Tahun 2010; | — Ucrr__ IRMETET
inaktif dan arsip vital yang dikuasai. 5, Peld No. 1 serta W:UE (DDLE)
Informasi yvang dilakukan meliputi jenis Tahun 2010; aﬁmaﬁm mwﬁw Ik telah
dokumen, penanggung jawab pembuatarn, | . Perki No.1 _ S —
‘waktu dan tempat pembuatan, serta Tahun 2013. Heheq il raﬁﬁaﬂw:
bentuk informasi vang tersedia dalam SERHE dan  Perangkat
bentuk hardecopy dan seoftcopy. Format | Daerah
pengigian dalam pengumpulan informasi
dan dokumentasi di masing-masing
komponen di Pemerintahan Kabupaten
Gunung Mas.
Mengklasifikasikan seluruh informasi dan . UU No. 14
dokumentasi vang telah dikumpulkan dan Tahun 2008;
mengidentifikasikannya berdasarkan sifat 2. UU No. 25
informasi dan dokumentasi, selain itu Tahun 2009; Secara Daftar Informasi
juga mengklasifikasikan informasi dan . UU No. 23 berkala, |dan
dokumentasi yvang dikecualikan dengan Tahun 2013; serta Dokumentast
kategori  sebagaimana  yang  telah . PP No. 61 merta Publik (DDIP)
ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Tahun 2010; |dan vang telah
Pasal 17 dan 18. Pengujian tentang . Peki No. 1 | setiap diklasifikasikan
konsekuensi dengan seksama dan penuh Tahun 2010; | saat | kebenarannya
ketelitian sebelum menyatakan Informasi Perki No.1 .
dan Dokumentasi Publik  tertentu Tahun 2013.




*

Mendokumentasikan informasi publik
dalam bentuk softcopy dan tempat
penyimpanan dokumen dalam benituk
hardcopy dengan tata cara mengarsipkan
dokumen dan disahkan sesuai klasifikasi

informasi dan dokumentasi wajib, secara |

berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu
dibuat dalam daftar informasi
dokumentasi vang dikecualikan.

dan |

dan
dan

Menetapkan  Daftar Informasi
Dokumentasi Publik secara resmi
mengumumkan kepada masyarakat.

Daftar Informasi dan
Dokumentasi Publik ke website resmi
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
maupun sarana informasi lainnya.

Mengunggah

Daerah

Secara
berkala, Daftar Informasi
serta e
Alat tulis kantor | merta :
Jdan DOWﬂEmuﬁmmm
" : Publik (DDIP)
" getiap
_ saat
Setelah
DIDP
Mengadakan Setclah ditetapkan,
DIDP k2
rapat bersama terkump Surat Keputusan | jika ada |
dengan PPID ol dari DIDP yang Hm..ﬂwm,r.md
Utama dan FPID PPID ditandatangani informasi
Pembantu untuk _ Pt oleh Atasan PPID | baru,
menentulkan DIP | . dibuat SK |
| 4 untuk _
ditetapkan
Tebsite dz _ "
M”MMMJMMMME#@.E Setelah |
lainnya .._.,mzm |RE Aanyi sonten
dimniliki oleh ditetapka | DIDP ,n_r website
komponen dan | n oleh | Pemerintah
Bessi it tib | Atasan | Daerah
PPID




B. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUELIK

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS KOMUNIKAST DAN INFORMATIEA, STATISTIK DAN PERSANDTAN
KASUPATEN GUNUNG MAS

|._...._.ﬁU._.__2_ﬁ.u PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

H“Hn“...ﬁ__.l..m WGT

TGL. PEMBUATAN

a0o/ JDELSP-FIF/

J2017

TGL. REVISI t

TGL. EFEETIF

DISAHKAN OLEH

QAN PERSARDILS

\ F\!\ﬁ.ﬂﬁhﬁrd M.Si

n
Z@_f_“. ~FIRO0R20 199403 1 019

koA R AP : J. Sl AN INFORMATIES, ST,
£y .m.mcmﬂmzn MO MAE

e

HARMA SOP

FELAYANAN PEEWMOHINAN INFORMAS] PUBLIK

| DASAR HUKUM :

KUALIFTKASI PELAKSANA

R

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 1. Diploma dan Sarjana
2. Undang Undang Nomer 25 Tahun 2009; 3. SLTA/SMA/ Sederajat. ,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013; 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
4. Peramuran Pernerintah Nomor 61 Talhun 2010, |
5. Perasuran Kemis Informasi Nomer 1 Tahun 2010, |
f, Perasiran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013,
KICTILRKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN :
1. Lembar Kerjadan Rencata Kerja
2, CPU
3. DPrinter
4. Alat tulis kantor
5. Jaringan internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

| Standsr  Operasional  Prosedur
_ sanksi Teguran Lisan atan Tertuis dari atasan secara berjenjang.

ticlads dilaksanakan maka dikenalean

s i ]

- Disimpan dalam bentuk soffcopy dan hardeopy




Kegiatan

Pemohon
Informasi

| Pemohon informasi dapat

menyampaikan permohonan
informasi yvang dibutuhkan baik
secars langsung atau tidak
langsung

L_J

Melakukan registrasi berkas
permohonan informasi publik.
Jika dokumen/informasi yang
diminta telah termasuk dalam
DIP dan dimiliki oleh meja
informasi atau sudah terdapat di
website PPID, maka langsung
diberikan kepada pemohon
mformasi atau bisa langsunng
diunduth olch pemohon
informasi. Jika

informasi/ dokumentasi yang
diminta belum termasuk dalam

- DIP, maka berkas permohonan

disampaikan kepada PPID atau
PPID Pembantu.

Pelaksana Pendubkung
Bagian PPID dan maﬂanﬁnu
Registrasi PPID Pe ¢ Kelengkapan Waktu
PPID Pembantua Dae uﬂrﬁ | W
_ | Pada hari
1}Formulr dan jam
. Permohonan kerja
| Informasi yang | untuk
tersedia di meja | pemohon
pelayvanan PPID | informasi
atau vang | secarg
ditampilkan di | langsung
website; dan setiap
2)Folocopy  atau | saat untuk
scan identitas | pcmmohon
_ diri [NIK) dari| informasi
pemohon secars
informasi tidak
| langsung
Pada hari
dan jam
kerja
untuk
Semua data-data .ﬂ_ﬁ.,ncw_::.
Hes informasi
ﬂnm.b i secara
- — langsung
> i! _ Al M— disimpan dalam I
dan zetiap
bentuk hardcopy ¢ ik
dan softcopy sa4al unty
pemahon
informasi
secatra
| tidak
| langsung

I |

| Formulir

| lengkap

Output

Permoho
I |
nformasi

yang _
telah ditsi

dan
dilampiri
fotocopy /
&Can
identitas
diri (N1K)

DIF vang

| tersusun

| Softcopy

telah

dalain
bentuk
hardeopy
dan




PPID meminta kepada komponen
atau Perangkat Daerah untuk
memberikan informasi atau
dokumen vang sudah termasuk
dalam DIP, kepada PPID untuk
diberikan kepada pemohon
mformasi, komponen atau
Perangkat Daerah memberikan
| informasi atau dokumen yang
dimaksud kepada PPID atau
PPID Pembantu.

-10-

- Memberikan informasi alau
dokumen vang diminta oleh
pemohon informasi vang telah
menandatangani tanda bukt

.

penerimaan informasi atau
dokumen.

DIP yang telah
ditetapkan oleh
komponen atau
Perangkat
Daerah

10
{sepuluh)
harti kerja
sejak
permohon
amn
informasi
diterima
oleh PPID

DIP
(Dattar
Informasi
Publik)

Informasi atau
dokumen vang
diminta olech
pemaohorn
informasi

Perpanjan
gan
permohon
an
informesi
adalah 7
(tujuh)
hari kerja.

Informasi
publik
yang
diminta
oleh
pemohon
informasi
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C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI PUBLIK

_ . o | NoMOR S0P . . 800  JDKISP-PIP/ /2017
H i _ ,Er PEMBUATAN S _
TGL. REVISI T
i 1 h
T ﬂm_ HH..EHH. J.J.;Q A B .
M TE...} DHZ_U__ UNIEAST DAN INFORMATIFA, BTATIETIC
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS .E_ TS NOe e [AN KABUPATEN G 5 %IW%\N
Fhe n‘r 4=. =
DINAS KOMUNTKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | DISAHKAN OLEH _u_ ,_,Ds_:,_”_r,_u hﬂu_.z ! Nﬂﬁﬁﬂq
KABUPATEN GUNUNG MAS T e
W R 3 Drs. DIHEL., M.Bi
Y, . 19690820 199403 1 019
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI FUBLIK NAMA SOP " :ﬁwezumwc ENSI PUBLIK .
DASAR HUKUM : | KuALIFIKASI PELAKSANA L
[ A Eﬂmmﬂm -Undang Nomor 14 Tahun 2008; s EE—E._HE dan Surjana
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200%; 2. BLTA/SMA/ Scderajut
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013; 3. Mampu Mengoperasikan Komputer |
4. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010,
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi _H.._.E.Emﬁ 2_355 1 Tahun ua#m
KETERKAITAN ; | PERALATAN/PERLENGKAPAN : o B
1. Lembar Kerja dan Rencana kerja
2. CFU
3. Printer
4, Alat tulis kanror
&, p_..ﬁ_Emmﬂ irtermed
PERINGATAN : | PENCATATAN DAN PENDATAAN : -
Standar Operasional  Prosedur  tidak dilaksanakan malca dikenakan |- Disimpan dalam bentuk softcopry dan huarecopy
E; m.lEH_..an .FB.E.EH Lisan ata Tertuis ,._E._ mﬂnmmh HUCHTH ,:__._._nb_mbm
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Pelaksana
4 _ ﬂ&w. Komponen
No Kegiatan | PPID Utama MRy 5 _ Ket.
| dan PPID Wamﬂ __M:{WL%M_WN wmuﬂﬁMMwmn e Kelengkapan _ Waktu OQutput
Rty Informasi Daerah “
“ Berkas
Melakukan kajian atas | Berkas Wﬂﬂhﬂwﬁ
informasi/dokumen yang pemohon telah ) nmm i
1 tidak termasuk dalam DIP ( u informasi/do o r,_n ka d N
* | dengan melibatkan tim kumendari e & &%E m_ﬂ A
pertimbangan pelayanan pemohoninto __u .
2 fotoc
informasi rmasi | fotocopy / scan
| identitas diri
| (NIK]
|
Mcmberikan 1. Dasar
pertimbangan atas Hukum | St
informasi fdokumen yang | Uu KIP 14 _Wd i
9 dimaksud vyang bersifat | Tahun Pada hari dan | w:.nwmm_ 1
" | rahasia berdasarkan UU, . | 2008; jam kerja | Pe A
m L ; | pelavanan
kepatuhan dan | 4. Pexkd No; 1 | informasi
kepentingan umum Tahun _ =
2010 _
Menyampaikan kepada _
PPID atas status informasi Pada had dan |
/ dokumen vang diminta Informasi jam ketia. | ¢ o :
yang ; ; | Informasi/
pemohon informasi, dokumen maksimal 10 | Hobammet.  de
apakah termasuk rahasia 7 . vang telah | (sepuluh| hari | 5 AR
3. : : 2 i : - | Komponen atau
atau terbuka. Jika dinyatakan kerja sejak |
i, ; | - 2 | Perangkat
informasi/dokumen yang | terbuka permohonan Daerah
dimaksud adalah terbuka, untuk publik | informasi m
maka FPI teregistrasi
memerintahkan  kepada




komponen [/ perangkat
daerah untuk
menyerahkan

informasi/dokumen yang
dimaksud. Jika status
informasi / dokumen oleh
Tim Pertimmbangan
Felavanan Informasi

| dinyatakan rahasia maka

PPID membuat sural
penolakan kepada

pemohon informasi

-13-

e e

Memberikan informasi
yang diminta oleh |
pemohon informasi

dengan  menandatangani
tanda bukti penerimaan
atan memberikan  surat

penolakan kepada
pemohon jika status
informasi/ dokumen

dinvatakan rahasia

Informasi
dokumen
vang diminta
oleh
pemohon
informasi
atau surat
penclakan
jika informasi
Jdokumern
tersebut
dikategorikan
rahasia

Maksimal
diberikan
perpanjangan
pemenuhan
permohonan
| informasi
selama 7(tujuhj
hari sejak
pemberitahuan
tertulis
diberikan dan
tidak dapat
diperpanjang

| lagi

[nformasi
publik Varng
diminta oleh
petnohon

informasi atau
surat penolakan
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D. STANDAF OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

S —— e . e - p———— - R

NOMOR SGP | 4 B0/ JDELSP-PIRY F2007
TGI.. PEMBUATAN | :
GL. REVISI
TGL. EFEKTIF |
BARINIKAS] DAN [NFORMATLKA, m?jﬁi _
PEMERINTAH KARUPATEN GUNUNG MAS r,, L HABUPATEN GUNUNG MAS |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIEA, STATISTIK DAN PERSANTHAN DISAHKAN OLEH
KABUPATTEN GUNUMG MAS
[ NE P 19690820 E%Eu 1019
EC...EG Tm EQWEH AAN Hz moz?u._.mﬁH FUBLIK HAMA S0P [ ﬂw?ﬂﬁzmﬁ KREBERATAN INFORMAS] PUGLIK
| DASAR HUKUD - . .Ek.m,ﬁﬁ PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; . _u.Hu—o_EN dan Sarjana
2. Undang-Undang Fomar 25 Tahun 2009; m BILTASMA/ Sederajat
A Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2013; 3. Mampu Mengoperasikan Kemputer
4, Perasuran Pemerintah Homor 61 Tabun 2010;
5. Perauran Komisi Informasi Nomor | Tahuan 2010
&. Peraturan FH.E._.E Informas Nomor L ﬁmﬁ.E.. .u_u_w
mm.w_mmmbg}ﬁ %qum m.mmr&ﬂﬂm.}mﬂ .
1. Temlsar Kerja dan Rencana Kerja
2. CPU
3. Printer
4. Alat tulis kanuor
3.  Jeringan internet
PERINGATAN : = | PENCATATAN DAN PEND ATAAN =
Standar Operasional  Prosedur tidak dilaksanakan maka dikenakan |- U_ﬁaﬂm_ﬂ dalam bentuk softcopy dan rﬂ«ﬂnﬁ.«uf
sanks Teguran Lisan atan Terins dari atasan secara herjenjang.
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Mo

Kegiatan

Pemohon
pengajuan keberatan atas tdak
terlayaninya permohonan informasi
vang dibutuhkan melalui : (1) datang
langsung dan mengisi formulir
permohonan pengajuan keberatan
informasi public dengan melengkapi
fotocopy identitas diri (NIK), (2)
' melalui  website dengan
| formulir yang telah diunduh dan
| menyertakan scan identitas diri (NIK])
kemudian dikirim ke alamat email
PPID vang tertera di website, (3)
mengirim fax formulir permohonan
vang telah diisi lengkap disertai
dengan fax identitas diri (NIK) ke
Nomor fax PPID

informasi menyampaikan |

mengisi |

Melakukan
pengajuan
informasi

registrasi formulir
keberatan  pelayanan
dan menyampaikan

PPID

pengajuan keberatan kepada atasan |

Pelaksana Pendukung
Pl PPID | Atasan
WM%NHH | mwmwwma AtauPPID | PPID | Kelengkapan W Waktu Output
i Pembantu | | f HGh:
(1)}formulir
pengajuan
keberatan
_ " Emc_.w:mm_ -
publik _yang pengajuan
tersedia di meja Liheraian
peganyn P  Pada pelayanan
HW:E lkan i beri | informas
U prikan Al gan publik  yang
im_umﬁm. gan jam telah diisi
m gapat a:,pzn_._s kerja lengkap dan
_ (2) totocopy dilampiri
M o fotocopy /scan
identitas dirt |3 : T
(NIK) i | identitas din
_ pemohon  yang
mengajukan
keberatan
_ Daftar
_ pengajuan
Sernua data- | keberatan
data pemohon | Pada pelayanan
i i informasi hari informasi yang
disimpan dalam | dan telah di file
bentuk jam dalam bentuk
_ hardeopy  dan | kerja hardcopy dan
soft copy softcopy
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Memeriksa formulir pengajuan
keberatan dari para pemohon
informasi dan memerintahkan PFID
dan PPID pembantu untuk menjawab
| permohonan informasi “

| Memerintahkan kepada PPID dan
PFID pembantu untuk memenuhi |
permintaan informasi dari pemohon
informasi

|

Memberikan informasi vang diminta oleh
pemohon informasi kepada atasan FPID
jika informasi yang dimaksud telah
masuk DIP. Atasan PPID akan

menjawab pengajuan keberatan kepada
pemohon informasi, jika informasi yvang
diinginkan pemohon informasi tidak
termasuk dalam DIF yang telah |
dinmumkan, karena informast belum
tersedia atau termasuk imformasi vang
dikecualikan maka diberikan surat

pennlakan kepada pemohon informasi.

F 3

[ Berkas

F 9

Daftar  surat

L J

: Pada
pengajuan hdrs yang harus
keberatan ddns diberikan
pelayananinfor | . kepada PPID
masi yang talah wﬁﬂ dan PPID
diisi lengkap €08 | pembantu
Surat
| perintah
tertulis
kepada PPID
(1)berkas
pengajuan et
keberatanpelay Pada AN
anan u.-w.__m.._u_._.mmmm .wmi RN
vang telah diisi dan :
lengkap, jam ﬂE,Eﬂ.ﬁmmb
(2) DIP yang kerja | Do 0
telal _pz_uaawﬁ vang
diumumkan d_nnmm._.:rmu
keberatan
pelavanan
informasi
publik
Dokumen/
H_ﬂ_.cﬁmmﬁ yang Informasi
imaksud oleh :
pemohon vang | Pada M“,H__M."E uMMm
dimaksud oleh | han nehot
permohon dan wn_w:dmmw atau
informasi arau | kerja | aurat
Hﬂ“ﬂhﬂnmﬁ penolakan

penolakan

pees B

__
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E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITAS] SENGKETA INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS KOMUNIEAS] DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANTIAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

[ EGEG_W SOP

800/ JDKISP-PIP}

f2017

TGL. HumEmr-}_H_&Z

TGL. ﬂ?ﬂ hmH £

.Bﬁ EFEKTIF

IM3AHRAN OOLEH

zf UNIKASI DAN INFORMATIRA, STATISTIK
PRIAN KABUPATEN GUNUNG biks

o mﬁ.ﬂ.?llt\

i f |
" 'Drs. DIHEL., M.BI
11 19690520 m.m_fnu

1019

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

NAMA SOP

me,mm Eﬁﬂz

.mhﬂ.mm,ﬁﬁw

1. Diploma dan Wm.n_mdm_

sanksi Teguran Lisan atau Tertuis dari atasan secara berjenjang.

_"
|

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 4. BLTA/SMA/ Sederajal
3. Undang Undang Nomer 23 Tahun 2013; 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
| 4. Peramiran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000
5. Peraturan Komisi Informasi Nomoer 1 Tahun 2010,
6. Tanm.EHE_ xEEE Informas EE..DE. 1 Tahun 2013,
mmﬁmmﬁﬁa}z Egﬂ,ﬁfmmﬁﬁ,ﬁﬁﬁa
1. Lembar Kegae dan Rencana Fwn._m.
2. Cru
3. Printer
4. Alat tulis lkantor
5. Jaringan internet
ﬁmﬁz@ﬁ:ﬂ. [ o .wmanﬁﬁ% DAN eﬁﬁﬁ?ﬁ
mﬂmhﬂ_&. Dperasiornal T.n,mwnzﬂ tidal dilaksanaken maka dikenakan |- ;,,,HEE dalam bentulk softcopy dan hardeapy
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“ Pelaksana Pendukung
: _ PPID dan i
ik resony Pemonon; | opiry }wwmm% Hm_uaa_ | Kelengkapan Wakitu Output
Informasi Barbanti il nformasi
1} Formulir
Pengajuan
keberatan
Informasi
Setiap Pemohon Informasi Publik yang
dapat mengajukan | tersedia di
| keberatan secara tertulis meja ' Pada hari dan Berkas
 kepada atasan PPID dalam pelayvanan . Lok .ﬂmgcraimﬁ
| waktu 10 (sepuluh) hari PPID atau |y ;m Informasi yang
kerja, sejak permohonan D ditampilkan {ssmulahil s telah diisi
1. |informasi terecgistrasi dan di website dan medm il Hm_ﬂmr.mm. dan
diberikan. Perpanjangan dapat ﬁmﬁ:m_aabmm dilampiri
pemenuhan EHDH.Em.mm_ diumduh; H.de_EWmm moﬁonn._.uw . ‘_____
' selama 7 (tujuh) hari segjak 2} Fotocopy atau teregistrasi - scan identitas |
pemberitahuan teriulis _ scan identitas ' diri (NTK) _
diberikan dan tidak dapat diri (NIK] dari “
diperpanjang lagi. n pemohon _
_ informasi
yang
mengajukan
keberatan
Atasan PPID Menetapkan |
Tim Fasilitasi Sengketa Tanggapan
| Informasi Untuk tertulis dan
o ' Men mﬂﬂ.mw.,_m..wmﬂ _ ﬁm_mm:._ PPID
" | Penyelesaian Sengketa perihal
Informasi, Yang Dibentuk _ informasl yang

Oleh PPID Utama

disengketakan

Ket.




—

e A——

Fasilitasi

—— i e

Tim Sengketa
Informasi  diketuai oleh
PFID Utama dan
heranggotakan PPID

Pembantu terkait, pejabat
vang menangani bidang
hukum, pejabat fungsional,
serta JFU vyang sesuai
dengan kebutuhan.

e —— i

-1G-

&

Tim  Fasilitasi
informasi melaporkan
proses penanganan
senghketa informasi kepada
atasan PPID.

sengketa

Upayva penyelesaian
Sengketa Informasi Publik
diajukan kepada Komisi
Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten / Kota

sesuai dengan
kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID
dalam proses keberatan

tidak memuaskan Pemohon
Informasi.

Informasi
| dokumen
diminta
_ ﬂmn._araﬁ
| informasi

14 fempat
belas) hari
kerja setelah
diterimanya
langgapan
tertulis dari
Atasar. PPID

|
atau |

yang
oleh

Perpanjangan
permohonan
informasi
adalak 7
(tugjuh hari
kerja.

Informasi
publik  vang
diminta oleh
pemohoon
informasi.
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LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS.
NOMOR  : 641 ThRut 3o
TANGGAL :24 lgsemece Zolf

TENTANG : STRUKTUR OQRGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI] PUBLIK DIKABUPATEN GUNUNG MAS SERTA DAFTAR [SIAN INFORMASI PUBLIK,

FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK

Pejabat/ Penanggung | Informasi Jangka
, ; Unit/ ; | Waktu dan Bentuk ' &
Jenis | Ringkasan Satker/ Jawab Ptk info s e e ——— Waktu
No | Infor Isi Y Pembuatan | Gy ey ~ Wajib Wajib Wajib ) Atau
| paad o raraa ang Penerhi Pembuatan Yang Divmumkan - . : Informasi vang :
R Inlormas: .| dtau Penerint | : . Dinmumkan Dinmumlkan : : Retensi
_ Menguasai Informasi | Informasi Tersedia Secara : Dikecualikan :
“ Informasi s ” Hevliats, Serta Merta Sctiap Saat ATSIp
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